BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/10/K/411.013/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN

Menimbang :

Mengingat

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 19 ayat (15) dan ayat (16)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani
Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

o 18

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani
Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Nama : KARTIMAH

NIP : 19640505 198703 2 012

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk
untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd

MARHAEN DJUMADI

J
SUTRISNO.?.’H., M.Si.

Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001



